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I. LATAR BELAKANG

Kualitas pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mulai pemerintah pusat hingga
pemerintah daerah. Bahkan Kementerian Pendéyagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
penghargaar bagi instansi pemerintahan yang melakukan pengembangan dan
inovasi pelayanan publik. Untuk itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk
melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat bagi instansi penyelenggara pelayanan
publik.

Sebelumnya Survei Kepuasan Masyarakat diatur dalam Keputusan Menpan
Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah, namun dikarenakan belum mengacu kepada UU
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan perlu adanya keselarasan
dengan Standar Pelayanan, maka diubah menjadi Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Bedasarkan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017, Survei Kepuasan Masyarakat
adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan
masyarakat yang telah memperoleh pelayanan berdasarkan hasil penilaian/pendapat
masyarakat. Melalui survey ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat
sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan serta
mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dan melakukan pengembangan melalui inovasi - inovasi pelayanan publik.

Ruang lingkup survei kepuasan masyrakat ini didasarkan pada UU Pelayanan
Publik yakni persyaratan,prosedur, waktu pelayapan, biaya/tarif, produk spesifikasi
jenis pelayanan kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan
penanganan pengaduan, saran serta masukan,
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1. Telah
tcxjadl pergeseran paradigma dalam pelayanan publik :
pu
» Dari problems-bases service ke rights based service.

Pelayanan
y yang dahulunya“diberikan sekedar untuk merespon masalah

atau kebutuh ini di
i an masyarakat, kini diselenggarakan guna memenuhi hak-hak
syaraka
Y t sebagaimana dlamanatkan oleh konstitusi nasional dan
konvensi internasional;

» Dari rules-based approaches ke outcome oriented approaches.
Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser dari yang semata didasari
peraturan normative menjadi pendekatan yang berorientasi kepada hasil.
Akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi menjadi kata kunci yang semakin
penting;

e Dari public management ke public govermance.
Dalam konsep manajemen publik, masyarakat dianggap sebagai klien,
pelanggan atau sekedar pengguna layanan sehingga merupakan bagian dari
market contract.Sedangkan dalam konsep kepemerintahan PO,
masyarakat dipandang sebagai Warga Negara yaag merupakan bagian g

social contact.
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Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusg Tenggara Tim
A . ur
. Organisasi semakin tahy g} el

memberikan pelayanan kepada pemohon / pe

Mnggzu ekurangannya dalam
p. Saran

; Deng.an berkembangnya teknologi informasi dan besarnya tuntutan pelayanan
publik, maka perlu dukungan secara ut}lh kepada DPMPTSP Proy. NTT
terutama yang berhubungan dengan regulasi pelayanan perijinan;

2. Peningkatan sosialisasi pelayanan publik harus dilakukan secara rutin dan
berkala agar masyarakat semakin memahami aturan main dalam pengurusan
ijin. Hal ini juga diharapkan dapat mengurangi adanya pungli yang saat ini
meresahkan; :

3. Beberapa hal yang perlu disiapkan untuk menepis adanya isu-isu mengenai
kurang maksimalnya pelayanan publik oleh aparatur pemerintahan :

» Data yang akurat;
« Informasi mengenai program dan pelayanan publik kepada masyarakat;

« Penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana pelayanan publik;
publik kepada masyarakat.

In i laksanaan pelayanan .
. ovasi terhadap pe AR

4. Untuk mewujudkan keinginan optimalisasi pelayanan pu
kebijakan tersebut efektif maka diperlukan : undangan sebingea
* Adanya perangkat hukum berupa peraturan pcrul'ldana‘::kan oleh pengelola
dapat diketahui publik apa saja yang telah diputu
pelayanan publik; e
d Keb;akan iII)u' harus jelas struktur pelalasnA pemblayzngkinkan Pubmf
* Adanya kontrol publik, ay
mengetahui apakah kebijakan il
pPenyimpangan atau tidak
S Agar melakukan identifikasi dat ™
Pengaduan masyarakat, yang lebih ef¢
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